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Menimbang

Menginggt

: bahwa dalam rangka upaya mengamankan penerimaan

dan meningkatkan pelayanan kepada masyvarakat
serta mehingkatkan penarimaan PBB di Wilayah
Kot amadya Daerah Tingkat 11 Surabaya, dipandang
perly menetapkan Keputusan Walikotamadya Kepalg
Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tata Cara
Pemungutan PBB dengan Sistem Pooling.

1. Undang~-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

© Pembentukan Dasrah Kota Besar datam
Lingkungan Propinst Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Sarat dan Daerah Istimews
Yogyakarta vang ftetanh diubah dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1365

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1885 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan vang tetlah diubah
terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 19885

3, Undang~undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ; _

4, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1005/KMK.05/1985 tentang Penyeloran Pajak
Bumi dan Bangunah ;

5. Keputusan Menters Keuangan Nomor
1007/KMK. 0471985 tentang Pelimpahan Wewenang
Menagih Pajak Bumi dan Bangunhan (PBB) Kepada
Gubernur/Bupati/walikota ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah
Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)_:

7. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan
Direktur Jenderal PUCD Nomor 31/PJ.7/1986 dan
Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan
Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I dan atau
Bupati/Wa'-actamadya Kepala Daerah Tinakat II



Memparhat ikan

Menet apkan

_2...

8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 22
Juli 1296 Nomor Kep 45/PJ.6/1996 tentang Tata
Care Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan dan FPenetapan Besarnya Penghapusan

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Timur tangseal 7 Pebruari 1995 Nomor 35
Tahun 1935 tentang Tim Intensifikasi Pajak
Bumi dan Ranguan Propinst Tingkat ! Jawa
Timur,

: Surat Direktur PBS tahggal! 31 Maret 1998 Nomor

8-314/PJ.6/1588 tentang Pelaksanaan Sigtem
Pembayaran PBRB secara Otomatis {PGS).

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN WALIKQTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I1
SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) DENGAN SISTEM POOLING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Datam Keputusan ini yang dimaxsud dengan istilah

a. Daerah, adalabh ¥Kotamadya Daerah Tingkat I

Surabaya ;
b. Pemerintah Daerah, agalah Pemerintah
Kotamadva Kepala Daerah Tingkat 11 Surabaya

c. Walikotamadys Kepala Daerah, adalah
walikotamadya Kepaia Daeranh Tingkat II Sura-
bava ;

d. Dinas Pendapatan Daarah, adalah Dinas
Pendapsatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I
Surabava ;

e. Cabang Dinas Pendapatan Daerah adalah Cabang
Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya .

f. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Kotamadya Surabaya :

a. Pembantu Walikotamadya adalah Pembantuy
wWalikotamadya Surabava;

h, Camat adatah Kepala Wilayah Kecamatan ;
i. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
j. Kasubsi Penaginan adalah Kepata Sub Seksi

Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatanh Daerah
Kotaragdyva CDaeran Tingkat 11 Surabaya |



kl

(1)

(2}

Koodinator Kecamatan (Korcam) adalah Petugas
pada c¢abang Dinas Pendapatan Daerah vang
bertugas melakukan Kogrdinasi dengan Camat
dalam oelaksanaan penyampatan SPPT-PBB dan
penagihan  FPBB datam wilavah Kecamatan vyang
berzangkutan

Rukuhn %Warga (=wW) adsian Organisasi  Sosial
kemasyarakatan atbawan kelurahan

¥

. WP-FBR adalah Wajib Pajak, Pajek 8umi dan

Bangunan

BPPT~PBBR atatah Surat Pemberitahuan Fajsgk
Terhutang fajak Bumi dan Bangunan
STTS—PBB adatah Surat Tanda Terima Seiarsan
Pajak Bumi dan Bangunan ;

DPB adalah Data pembayvaran Bank tempat
pembayaran PBB yang dicetak komputsrisasi ;

DSH-PBB adalah daftar Setoran Harian Pajak
Bumi dan bangunan ;

Bank Tempat FPembayaran adalah bank yang
ditunjuk untuk manerima pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan ;

Pooling PRE adalah kegiatan pemuyngutan PBB
daiam rangka ceningkatan pelayanan
Mmasyarara® yary mambayar P28 diBalai RW  dan
Kelurahan yang ¢iiaksanakan pada wakiu siang
atau maltam hars

Paymant On Line Eyvstam (POS) adalah Proses
nembayaran P53 secarsa otomatis, yaiiu setiap
pambayaran P23 paix di Bank tempat pembavaran
maupun  di temsat Pociing 37TTS akan tercetak

langsung ¢leh komputer secara otomatis, serta
data pembavaran dapat berhubungan langsung ke
kantor Pelayan PBB Rotamadya Surataya.

BAB II
TATACARA PEMUNGUTAN FBB
DENGAN SISTEM POOLING

Pasal 2

Pemungutan PBB dengan sistem Pooling di
Daerah dilaksanakan sebelum jatub tempo
pembayaran atau sesudah jatuh tempo
pembayaran PRE ;

Pelayanan Pembavaran PBB terhadap Waiid Pajak
dengan sistem Pooling sebagaimana dimaksud
pada avat (1) menggunakan Payment On Line
System (POS].



Fasal 3

(1) Dinas rendapatan Daerah menentukan pelaksana
an Pootling PBa dengan berkoordinasi bersama
Bank tempat Pembavaran PBB dah Kantor Pelaya-
nan £g3

{2} Eelaksanaan Pooling PBB dilakukan berdasarkan
jadwal pooling untuk masing-masing Wilayah
Keria Pembantu Walikotamadva

(3) Jadwal Fooling dimaksud pada avat{?2:, disusun
oleh Cabarg Dinas FPendapatan Daerah pada
masing-~masing Wiiavah dan dikoordinasikan
dengan Camat dan Lurain serta Bank tempat
Pembayaren dan Kanior Pelayanan PBB.

Pasaj &

(1) Lurah, berdasarkan jadwal Pooling membuat
Surat Pemberi1tahuan Pooling PBR8 untuk
disampaikan «epada para Wajib Pajak vyang
dikoordinasikan dengan RW yang bersangkutan

(2} Pengurus RT dan RW manyediakan tempat
pelaksanaan Pooiing PBB di Batlai RT/RW  dan
membantu menvampaikan Surat Pemberitahuan
Pooling kepada Waiib Pajmk.

Pasal 5

{1) Pelaxganaan Fo2lirg FBB 41 Batai-balai RT/RW
dilakukan oleh Cabang Dinas Pendapatan Daerah
dan menuniuk Kcordinator Kecamatan (korcam)
yang bersangkuian sebagai koordinator Pooling
Pg8 @

(2) Koordinator Kecamatan dimaksud pada avat (1}
melaksanakan pelayanan pemoayaran PBB  sisfem
Fooling serts menerima uang pembayaran untuk
selaniuinya disetorkan ke Bank tempat
pembayaran ¢BB dalam wakiy 1xZ£4 jam

Pasal 6

{1) Bank t{empat pampayvaran menyiapkan Berita
Acara persetuijuan peiaksanhaan Pooling PBR
dangah Cabang 0Cinas Pendapatan Daerah di
Wilayah masing-masing :

(2) Bank tempat Pembayaran menerima Spesimen
tandg tangan petugas palavanan pembayaran FPBB
sistem Pooling serta tembusan Surat Tugas
Petugas Pooling vang hersangkutan ;

{3} Bank tempat pembavaran menerima uang setoran

- hasil Pooling PBB vyang selanjuinya melakukan
transfer ke Bank Persepsi gsesuai Ketentuan
vang berlaku.



Pasal 7

Kantor Pelavanan PBB menyiapkan teknis

program pelaksanaan Pooling PBB dengan POS vyang

meliputi semua Wilayah Cabang Dinas Pendapatan
Daerah.

BAB 111

BENTUK TANDA TERIMA PEMBAYARAN

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5}

Pasal 8

Tandaterima pembayaran PBB di tempat Pooling
dalam bentuk Surat Tanda Terima Setoran
{STTS) dengan diberi Cap/ Stempel Bank tempat
pembayaran, tanggal pambayaran dan tanda
tangan petugas Pecling yvang bersangkutan

Bantuk maupun isi STTS-FBB dibuat sesuai de-
ngan ketentuan dari Direktorat Jenderal
Pajak.

BAR IV
SISTEM PENYETORAN

Pasal &

Uang PREB vyang diterima beserta STTS-PBB,
datam waktu paling Tama 1X24 jam oleh petugas
Pocling harus sudah disetorkan pada Bank
tampat pembavaran PBB vang ditunjuk, disertai
dengan <disket back up data hasil Pooling

Disket back up dimaksud pada ayat (1)} adalah
Data Pembayaran Bank (DPB} vang mencatumkan :
Nama, NMOP, Tahun, Ketetapan PBB masing-masing
waijib Pajak, dan nama Bank tempat pembayaran;

Panvetoran uahg hasil Pooling PBB oleh
petugas Pooling dimaksud pada avat {1)
manggunakan blanako bhukti setoran yang
merupakan rekapitulasi DPB  hasil Pooling
dalam 1 (satu) Kelurahan

Berdasarkan disket vang berisi Daftar Peneri-

maan Harian (DPH), Bank tempat pembayaran

yvang persangkutan mengadministrasikan
penerimaan setoran g8 dengan Sistem pooling
dengan melakukan back up pada Data pelunasan
di komputer

Back wup data pelunasan pada masing-.masing
Bank tempat Pembayaran dimaksud pada ayat (4)
secara otomatis dapat On Line dengan komputer

di Kantor Pelavanan PBH.



(1)

(2}

{(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB V
SISTEM PENGAWASAN

Pasal 10

Kepaia Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan
pengawasan atas pelaksangan pooling PBB8  di
Daerah

Pembantu Walikotamadva dan Kepala Cabang
Dinas Pandapatan Daerah melaksanakan pengawa-
san tsrhadap peiaksaazn pepagihan PBB  dengan
Sisiem Pooling di Wilayah kerja masing-masing

Camat dan Kasubsi Penagihan Cabang Dinas
Pendapatan Daerah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan pungutan PBB  dengan
Sistem Pooling di Wilavah Kecametan masing-
masing ; o

Lurah dan Korcam melaksanakan  pengawasan
terhadap pelaksanaan pungutan PBB dengan
Sistem Pooling di masing-masing Kelurahan.

BAB VI
SISTEM PELAPORAN

Pasal 11

Setiap pelaksanaan pungutan PBB dengan Sistem
Pooling Cabang Dipenda harus membuat laporan
hasil pelaxksanaan pooling sesuai dengan jad-
wal vang telah ditentukan, pada minggu
pertamas bulan berikuytnva

taporan dimaksud pada ayat (1) tembusannya
disampbaikan kepada Pembantu Walikotamadya,
Dinas Pendapatan Daerah, KP-PBB Surabava,
Camat dan Lurah.

BAB VII
PENUTUP

fagal 12

Keputusan +ini mulzi berlaku sejak tanggal
ditetapkan :

Mengumumkan Keputusanh ini dalam Lembaran
Dasrah Kotamadya Daerah Tinglkat II Surabaya.

Ditetapkan di S UR A B A Y A,
pada tanggal 11 Agustus 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT Il SURABAYA

ttd
H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.



Salinan Keputusan ini u.&dmﬁ;? r Repada

Ytih,

1. 8dr. GQubernur

Sdr. Pembantu o ¥V-Sdrataya ;

Sdr. Pimpinan DvRP huﬁ 2NN i 11 Burabava ;

3dr. Inspektur Wilayah Koidnadya Surabava

Para Pembantu Walikoiamadya di Surabaya

Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Sdr. Kepala KF~PBB Surabava.

3dr. Kabag Tata Pemerintahan Setkodya Dati 11
Surabaya

Para Camatl dan Lurah se Kotamadya Surabava.

1*gqu I JeN& Timur
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Giumumkan datam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat

Surabaya Seri D2 nomor 42 Tanggal 11 Agustus 1996G.

II

SALINAN sesuai dengan asiinya
An. Sekretaris Kotamadya Daarah

ng\kat 11 S abaya

Pit.

KODRAT SAMADIRKUN, S.H.

Fenata Tingkat I
¥ip. 510 038 885
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